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BUPATI JEMBER

SALINAN

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Jember Nomor 4 Tahunm 2011 tentang Retribusi Jasa Umum,
agar pendirian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jember
dapat terkendali dan tetap memperhatikan aspek tata ruang,
keamanan dan kepentingan umum, perlu pengaturan lebih
lanjut tentang tata cara pembayaran Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4579);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten |/ Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan
Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor
07/PRT/M /2009, Nomor  3/P/2009 tentang Pedoman
Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara
Telekomunikasi;

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 62 Tahun 2000
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 60 Seri C);
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Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten
Jember Tahun 2008 Nomor 14);

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan = Keuangan  Pemerintah  Kabupaten Jember
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011
Nomor 4);

Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten
Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008
Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

a R L

Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat
kabupaten sebagai unsur penyelenggara  pemerintah
kabupaten.

Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
Bupati adalah Bupati Jember.
Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Jember.

Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah
Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

Kepala Dinas Perhubungan, yang selanjutnya disebut Kepala
Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau Badan.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian
perizinan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi.
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Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi
sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan
bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan
telekomunikasi.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 2

Peraturan ini menetapkan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum, khususnya Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi.

Menugaskan kepada Dinas untuk :

a. melaksanakan ketentuan-ketentuan Pungutan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi yang tercantum
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum; dan

b. mempertanggung jawabkan dan melaporkan hasil
pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris
Kabupaten;

Pasal 3

Setiap pelaksanaan perizinan pengendalian menara
telekomunikasi dikenakan retribusi.

Penghitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan dengan rumusan sebagai berikut :

RPM =2% X NJOP PBB Menara Telekomnikas

Keterangan :
RPM = Retribusi Pengendalian Menara.

NJOP = Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Menara
Telekomunikasi.
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BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 4

Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
dapat dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali pada saat menara
telekomunikasi beroperasi.

Pembayaran dilakukan pada akhir tahun dan/atau awal tahun
berikutnya.

Pembayaran pada tahun berikutnya diberi toleransi paling lama
pada tanggal 31 Januari.

Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) retribusi tidak dibayarkan, maka
dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua
persen) per bulan dari nilai retribusi terutang.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI TERUTANG
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Pasal 5

Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
harus dibayar sekaligus.

Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa SSRD.

Semua hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibayar/disetorkan ke Kas Daerah.

BAB YV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH

KABUPATEN JEMBER Ditetapkan di Jember

TANGGAT.

10-1-2012 NOMOR 11

pada tanggal 10 Januari 2012

BUPATI JEMBER,
ttd

MZA DJALAL









